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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan pada Bab II maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut,  

1. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik  pada emiten BUMN dalam 

hukum positif Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan perundang 

– undangan yaitu :  

a. Peraturan  perundang – undangan di bidang BUMN, yaitu UU 

Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menneg 

BUMN No : Kep – 117/ M – MBU /2002 tentang Penerapan 

Praktek Good Corporate Governance pada BUMN.  

b. Peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal, yaitu UU 

Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan – 

peraturan Bapepam – LK. 

2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik  pada emiten BUMN juga 

tercermin dalam prosedur penawaran umum perdana oleh suatu 

perusahaan, baik berdasarkan tahapan penawaran umum perdana dan 

jadwal penawaran umum perdana.  

3. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan oleh BUMN sebagai 

emiten sebagaimana terlihat dalam laporan tahunan.  
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4. Terdapat korelasi positif antara implementasi tata kelola perusahaan yang 

baik terhadap kinerja emiten BUMN yaitu  

a. skor Good Corporate Governance berkorelasi positif dengan harga 

saham emiten BUMN tahun 2002 – 2003 

b. skor Good Corporate Governance berkorelasi positif dengan 

kinerja fundamental BUMN seperti pertumbuhan aset, EBITDA 

dan Return on Asset 

 

B. Saran  

 Saran yang dapat diberikan dalam penulisan hukum ini yaitu  

1. Bapepam – LK sebagai self regulatory body di bidang pasar modal harus 

memperkuat kapasitas dan kompetensi organisasinya terutama dalam hal 

penegakan hukum di bidang pasar modal.  

2. Kementrian Negara BUMN harus memperkuat kapasitas dan 

kompetensinya terutama dalam hal kepatuhan ( compliance ) BUMN 

terhadap peraturan perundang – undangan, dalam konteks ini, terhadap 

Keputusan Menneg BUMN No : Kep – 117/ M – MBU /2002 tentang 

Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN.  

3. Pemerintah sebagai pemegang saham BUMN Terbuka yang dapat 

menempatkan wakilnya di dewan komisaris harus mampu mendorong 

terpenuhinya kepentingan – kepentingan para stakeholders BUMN 

Terbuka. 
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